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ABSTRAK 

Kesalahan pencatatan Daftar Hitam Nasional (DHN) dalam Sistem Layanan 

Informasi Keuangan (SLIK) berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan 

ekonomi bagi pihak yang tercatat, khususnya dalam mengakses layanan keuangan. 

SLIK sebagai instrumen informasi kredit memiliki peran strategis dalam menjaga 

stabilitas sistem keuangan, namun dalam praktiknya tidak terlepas dari 

kemungkinan terjadinya kesalahan administratif maupun substantif dalam 

pengelolaan data debitur. Kesalahan pencatatan tersebut dapat berdampak pada 

hilangnya hak keperdataan, terganggunya reputasi, serta terhambatnya akses 

pembiayaan bagi pihak yang dirugikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum 

terhadap kesalahan pencatatan DHN dalam SLIK yang menimbulkan kerugian, 

serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan 

berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas kesalahan 

pencatatan dapat dikenakan kepada lembaga pelapor maupun otoritas pengelola 

sistem berdasarkan prinsip tanggung jawab administratif, perdata, dan perlindungan 

konsumen. Selain itu, pihak yang dirugikan memiliki upaya hukum melalui 

mekanisme keberatan dan koreksi data kepada pelaku usaha jasa keuangan dan 

Otoritas Jasa Keuangan, pengaduan konsumen, penyelesaian sengketa alternatif, 

serta gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, 

diperlukan penguatan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan data SLIK 

guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Kesalahan Pencatatan, Otoritas Jasa 

Keuangan, Daftar Hitam Nasional, Sistem Layanan Informasi Keuangan. 
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ABSTRACT 

Errors in the recording of the National Blacklist (Daftar Hitam Nasional/DHN) 

within the Financial Information Service System (Sistem Layanan Informasi 

Keuangan/SLIK) may cause significant legal and economic losses to affected 

parties, particularly in accessing financial services. As a credit information system, 

SLIK plays a strategic role in maintaining financial system stability; however, in 

practice, it is not immune to administrative or substantive data inaccuracies. Such 

recording errors may result in the deprivation of civil rights, reputational harm, 

and obstacles to obtaining financial facilities for the injured parties. 

This study aims to analyze the forms of legal liability arising from errors in the 

recording of the National Blacklist within SLIK and to examine the legal remedies 

available to parties suffering losses due to such errors. This research employs a 

normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. 

The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are 

analyzed qualitatively. 

The findings indicate that legal liability for erroneous recordings may be imposed 

on reporting institutions and system administrators based on principles of 

administrative liability, civil liability, and consumer protection law. Furthermore, 

injured parties may pursue legal remedies through objection and data correction 

mechanisms with financial service providers and the Financial Services Authority 

(Otoritas Jasa keuangan/OJK), consumer complaint procedures, alternative 

dispute resolution, and civil lawsuits based on unlawful acts. Therefore, 

strengthening accountability and prudence in managing SLIK data is essential to 

ensure legal certainty and the protection of public rights. 

Keywords: Legal Liability, Recording Errors, Financial Services Authority 

(Otoritas Jasa keuangan/OJK), National Blacklist (Daftar Hitam Nasional/DHN), 

the Financial Information Service System (Sistem Layanan Informasi 

Keuangan/SLIK). 
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